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SURAT EDARAN
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :
a. Pasal 5
(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
a. hutan negara, dan;

b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa

hutan adat;

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
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masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

keberadaannya.
b. Pasal 67

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan

diakui keberadaannya berhak:

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan

hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang

berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan;

c. mendapatkan  pemberdayaan  dalam  rangka  meningkatkan

kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Daerabh;

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 67
Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya

memenuhi unsur antara lain :

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih

ditaati, dan;
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e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Ayat (2)

Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar
hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada

di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.
Ayat (3)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain :

a. tata cara penilaian;

b. pihak-pihak yang diikutsertakan;

c. materi penelitian, dan;

d. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka mengakomodasi
tuntutan oleh masyarakat hukum adat, maka kami minta kepada saudara untuk

dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. apabila di wilayah Saudara terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di
dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak
Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK),
maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya
dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di
daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta
memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah
permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat

atau bukan.

Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat
hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 67 ayat (1) UU
Nomor 41 Tahun 1999.
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untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya
diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap) setempat,
Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk
ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta
hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi
Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan masih ada (de facto) dan diakui

keberadaannya (de yure);

Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat,
maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Propinsi,

Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan
penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri

Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat;

Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat
menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang

bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan adat
tersebut, yang akan dikirimkan kepada saudara, maka kami minta bantuan
Saudara untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat hukum adat

(yang telah ditetapkan) dengan pemegang HPH/ITUPHHK;

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat
hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan
kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi
atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata
pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan
disekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi

masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak
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berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat;

. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum

adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota
dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk
penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila
mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui
proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui

Peradilan Umum.

Demikian kami sampaikan, untuk diperhatikan.

MENTERI KEHUTANAN
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA
Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri.

el A

Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
Para Kepala Dinas yang diserahi dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di

seluruh Indonesia.
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